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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 09 TAHUN 2012 

TENTANG 
PENERBITAN PASPOR BIASA BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :   a. bahwa kebijakan penerbitan paspor biasa bagi calon 
tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri 
tanpa memperhatikan domisili, sudah tidak sesuai lagi 
dengan kebutuhan teknis dan upaya peningkatan 
pengawasan keimigrasian;  

b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian 
terhadap penerbitan paspor biasa bagi calon tenaga 
kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, perlu 
mengatur mengenai persyaratan permohonan paspor 
biasa bagi calon tenaga kerja Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia tentang Persyaratan Permohonan Paspor 
Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254); 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5216); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Presiden Nomor 24  Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 142); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 676); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
TENTANG PENERBITAN PASPOR BIASA BAGI CALON 
TENAGA KERJA INDONESIA. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar 
negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah provinsi atau 
kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.  

2. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan 
fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.  
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